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ABSTRAK

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di
Kota Medan

ILHAM NAUFAL AZMI
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota
Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data
primer yang diperolah dari studi dokumentasi dan wawancara kepada pihak
UMKM sebanyak 42 orang. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan banwa Pemahaman
wajib pajak UMKM di Kota Medan masih rendah, masih banyak UMKM yang
belum memahami tentang aturan perpajakan UMKM, sehingga memilih untuk
membayar orang khusus yang berkompeten dalam perpajakan untuk mengurus
perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan sudah baik.
Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi
UMKM tersebut, dan sudah melaksanakan proses pendaftaran NPWP,
pendaftaran sebagai PKP dan melaporkan SPT nya

Kata Kunci : Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT
Analysis of Taxpayer Understanding and Compliance of UMKM Taxpayers in
Medan City

ILHAM NAUFAL AZMI
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

This research is research conducted to determine the analysis of taxpayer
understanding and compliance of UMKM taxpayers in the city of Medan. This
research uses a descriptive approach with primary data sources obtained from
documentation studies and interviews with 42 UMKM. The analysis carried out in
this research used descriptive statistical analysis.

Based on the research results, it was concluded that understanding of
UMKM taxpayers in Medan City is still low, there are still many UMKM who do
not understand the UMKM taxation rules, so they choose to pay special people
who are competent in taxation to take care of their taxation. UMKM taxpayer
compliance in Medan City is good. This is because they already understand the
tax obligations for UMKM, and have carried out the process of registering
NPWP, registering as PKP and reporting their SPT.

Keywords: Taxpayer Understanding and Compliance
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia,
dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM
terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah
96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selama pandemi, banyak
UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang
tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama
pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan hal itu. (Salahuddin,2022).
Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku
usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun
mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri
dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11 %, usaha menengah besar 0,
09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di
Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015).

Di Sumatera Utara Perkembangan jumlah UMKM cukup baik yaitu
sekitar 2,8 juta unit usaha, hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik
bagi penumbuhan ekonomi di Sumut, ujarnya. Terkait pengembangan UMKM
yang berdaya saing, telah dikembangkan program permasyarakatan dan pelatihan
kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya

dukungan pembiayaan oleh Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana



Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan
Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan terjadi pertumbuhan jumlah
UMKM dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak persaingan yang
besar, Adapun data perkembangan UMKM di Kota Medan dapat dilihat pada
tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Kota Medan

Tahun Jumlah Penambahan
2018 1.590 -
2019 1.618 28
2020 1.672 54
2021 1.712 40
2022 1.781 69

Sumber : DISKOPUMKM MEDAN (2022)

Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di kota Medan sebanyak 1.590 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2019
tingkat pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak 28 unit atau sebesar
menjadi 1.618 unit usaha, dan pada tahun 2020 pelaku UMKM kota Medan
mengalami perkembangan sebanyak 54 unit usaha menjadi 1.672 unit usaha,
tahun 2021 peningkatan UMKM kota Medan terus bertambah menjadi 1.712 yang
mengalami peningkatan sebesar 40, dan pada tahun 2022 kembali meningkat
menjadi 1.781 unit usaha UMKM atau meningkat sebesar 69 unit. Berdasarkan
perkembangan tersebut memberikan indikasi bahwa akan terjadi peningkatan
persaingan antar UMKM dimana setiap UMKM harus mampu bertahan dan
bersaing serta meningkatkan pendapatannya terus menerus.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20

Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha



mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU
tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak
perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian,
baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah
kecil atau usaha besar yangmemenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud
dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan
untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai
kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50
juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan
tahunan paling besar Rp.300 juta.

b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan
paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum

Rp.2.500.000, dan.



¢) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih
dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di
atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa Kkali
membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada
ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya
3 berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36
Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50 %. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat
itu sebesar 25 %, maka bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat, tarif
efektifnya menjadi 12,5 % . Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap
penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi
(pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat
(1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan
diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan
pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM.

Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain
rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga
kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013 Pemerintah juga
membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013
yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari
omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak..

PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong



untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak
dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif
1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad
dkk (2016).

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra.
Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan
aturanperpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam
penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarat.
Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak
karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar,
namun mereka (wajib pajak) masih mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang
tarif pajak sebesar 1 % karena dianggap membawa kemudahan dan
penyederhanaan dari peraturan pemerintah sebelumnya (Gandhys 2014). Pada
bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang
perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang
berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan
mulai berlaku per 1 Juli 2018.

Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong
peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakanUMKM menjadi perhatian
Pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi
besar dalam perekonomian nasional.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara
wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak

akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan



(Julianti, 2014). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan
(SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait
pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai
dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan
melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati,
2008: 2).

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan
pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan
pajak terutangnya (Lestari, 2010). Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat
didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia
Rahayu, 2010:139). Kepatuhan ada dua macam vyaitu kepatuhan formal dan
kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyetoran PPh final.

Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak,
pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak
secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang
berlaku. Keputusan Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tidak
banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM ( Masyrafina dan Budi,
2018). Keputusan Pemerintah menurunkan tarif UMKM vyang dinilai sebagai
penyederhanaan perhitungan PPh dianggap hanya sebagai bentuk kepedulian atau

perhatian Pemerintah yang sebenarnya menjadikan pengusaha kecil yang selama



ini termarjinalkan menjadi korban, dan hal ini dinilai sebagai bentuk penindasan
Pemerintah dengan bentuk legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap
pengusaha kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap pelaku UMKM
yang menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang penurunan tarif UMKM
tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM, diduga hanya mementingkan
golongan tertentu dan sarat dengan semangat materialisme (Yuyung, 2018).

Pajak final merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal
ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak
atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Dalam hal ini yaitu terkait
dengan PPh Final untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).Khusus untuk
UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP
ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 1.2. Data Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pengisisan SPT
Pajak Final UMKM di Kota Medan

Tahun | Jumlah UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM
UMKM yang yang tidak yang yang yang tidak

@) menghitung | menghitung | melaporkan | mengisi mengisi
pajak pajak pajak SPT SPT
(b) (a-b) (©) (d) (c-d)
2018 1.590 1.120 470 1.005 803 202
2019 1.618 1.230 388 1.100 810 290
2020 1.672 1.400 272 1.210 1.020 190
2021 1.712 1.450 262 1.220 1.070 150
2022 1.781 1.470 311 1.280 1.091 189

Sumber : DJP Kota Medan(2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Medan

yang melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan dan pengisian SPT
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mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, penghitungan pajak UMKM dilakukan
dengan memperhatikan dasar pengenaan pajak dan pemotongan pajak kemudian
menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
sehingga didapatkan hasil apakah termasuk kena pajak atau tidak kena pajak, data
di atas menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak melakukan penghitungan
pajak, pada tahun 2018 jumlah UMKM yang menghitung pajaknya sebesar 1.120
dan yang tidak menghitung pajak sebesar 470, kemudian mengalami peningkatan
di tahun 2019 menjadi sebesar 1.230 dan yang tidak menghitung pajak sebesar
388, dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1.400 dan
yang tidak menghitung pajak sebesar 272, pada tahun 2021 mengalami
peningkatan kembali menjadi 1.450 dan yang tidak menghitung pajak sebesar
262, dan pada tahun 2022 menjadi 1.470 dan yang tidak menghitung pajak sebesar
311, namun peningkatan UMKM yang menghitung pajak tidak sebanding dengan
jumlah UMKM yang terdata, hal ini mengindikasikan masih banyak UMKM yang
tidak memiliki pemahaman perpajakan yang baik.

Kemudian pada tahap penyetoran pajak dilakukan oleh usaha kena pajak
yang termasuk kedalam kategori usaha kena pajak dengan ketentuan yang
memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam setahun, dari jumlah yang melakukan
penghitungan pajak terlihat dari data di atas UMKM yang melakukan penyetoran
pajak pada tahun 2018 sebesar 1005, kemudian pada tahun 2019 sebesar 1.100,
kemudian pada tahun 2020 sebesar 1.210, pada tahun 2021 sebesar 1.220, dan
pada tahun 2022 sebesar 1.280, jumlah UMKM yang menyetorkan lebih kecil dari
yang menghitung pajak dan tentunya mengalami penurunan sesuai dengan yang

memenuhi Kriteria usaha kena pajak.



Selanjutnya pada tahap pelaporan dan pengisian SPT menunjukkan tingkat
kepatuhan wajib pajak atas ketentuan pengenaan pajak kepada UMKM, dari data
di atas pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
pada tahun 2018 sebanyak 803 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT
sebanyak 202 dan pada tahun 2019 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
sebesar 810 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 290, dan pada tahun 2020 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
sebesar 1020 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 190, dan pada tahun 2021 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
sebesar 1070 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 150, dan pada tahun 2022 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
sebesar 1091 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 189, data ini menunjukkan masih banyak UMKM yang tidak memiliki
kepatuhan dalam melaporkan dan mengisi SPT.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami UMKM maka peneliti tertarik
untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Analisis
Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota

Medan”.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Pertumbuhan UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang

melakukan penghitungan pajak
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2. Masih rendahnya UMKM yang melaporkan SPT pajak yang

menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah
1.3.1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permsalahan penelitian dibatasi dengan menganalisis
tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Medan.
1.3.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM?

2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM?

1.4, Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian
adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak
terkait aturan perpajakan UMKM
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak terkait

aturan perpajakan UMKM

1.5. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat di kembangkan dalam

sektor UMKM terutama dalam pemahaman dan kepatuhan perpajkan
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terhadap aturan yang berlaku

Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai
pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada UMKM .

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih
lanjut pemahaman dan kepatuhan perpajakan pada UMKM yang dapat

dikaitkan dengan penelitian ini.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak
2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Harjo (2019:78) “Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.” Menurut Dewanto
dkk (2019:112) menyatakan bahwa “Kepatuhan (compliance) adalah substansi
manajemen tertua, yang mendasarkan keberhasilannya pada penetapan batasan
(limit).”

Menurut Mills & Haines (2015:18), “Compliance is the function of
identifying relevant legislative, regulatory and best practice requierement and
implementing the necessary arrangements, systems and controls so as tofacilitate
adherence to these abligations.” Menurut Marie, Frison & Roche (2021:26)
“Compliance is only a method while ethic would be the way in which morality is
incorporated in a relaxed way into Law”

Menurut Das (2017:9), “Compliance is about obeying and adhering to
rulesand authority.” Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa,
kepatuhan wajibpajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri,

menghitung ,menyampaikan dan membayar kewajiban perpajakannya dan

12
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menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada

tindakan pemaksaan.

2.1.1.2.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 235/KMK.03/2003

tanggal 3 Juni 2003, seorang wajib pajak adalah dikatakan patuh jika:

1.

Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun

terakhir.

Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih

dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah di

sampaikan tidak lewat dari atas waktu penyampaian SPT masa pajak

berikutnya.

Tidak mempunyai tunggakan pajak semua jenis pajak.

a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

b. Tidak termasuk tunggukan pajak sehubungan dengan SPT yang
diterbitkan untuk 2 tahun masa pajak terakhir.

Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan

pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau

dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi

laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
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a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report)

b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.1.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang
disebut dengan indicator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (S.
Rahayu & Lingga, 2019) adalah sebagai berikut:
a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib
mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat
tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP digunakan
sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya. (Harahap & Azhari, 2021)
b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui
bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak
(SSP)
c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggukan pajak
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi pleh
Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

d. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan
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Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP
dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa
pajak, sedangkan untuk SPT tahuhan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan
dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut Harjo (2019:78), mengatakan bahwa adapun indikator
pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu :
1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya,

4. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak
2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Perpajakan Menurut Rahayu (2020:198) ‘“Pemahaman Wajib Pajak
merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan
menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau
implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.” Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) menyatakan bahwa “Pemahaman adalah
proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.” Menurut Arikunto
(2018:119), “Pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang
mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas,
menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali,

dan memperkirakan.”
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Menurut Susanto (2015:7), “Pemahaman adalah kemampuan mengaitkan
antara informasi tentang suatu objek dengan skemata yang telah dimiliki.”
Menurut Pratiwi (2019:216), “Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar,
dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikutidengan
belajar dan berpikir secara mendalam..” Berdasarkan beberapa definisi diatas,
dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana
Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang
serta Tata Cara Perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan

perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

2.1.2.2.  Kriteria Pemahaman Kewajiban Wajib
Pajak Menurut Mardiasmo (2018:60), Kewajiban-kewajiban Wajib
Pajakadalah sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke
Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib

pajak atau objek yang terutang pajak.
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu
kewajiban untuk meraha siakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu

ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.2.3. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu

(2020: 198) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami

peraturan perpajakan, yaitu :

1.

2.

Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan,
perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.
Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan
perpajakan.

Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak

pelaksanaanperaturan perpajakan.

2.1.3. Pajak Penghasilan Final atas UMKM

2.1.3.1. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang digunakan untuk

mendefinisikan pengertian UMKM. Pengertian-pengertian UMKM tersebut
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adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam Undang- Undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakaukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atu bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang—undang ini.

2.1.3.2.  Kiriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Kriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menurut UU ini
digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah
usaha. Usaha mikro adalah usaha memiliki kekayaan besih paling banyak
Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Usaha kecil
adalah kegiatan usaha yang memliki kekayaan besih lebih dari Rp.50.000.000

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan
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bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.

300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.

Usaha menegah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak
Rp.50.000.000.000

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tarif PPh

Final yang dikenakan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. PP 23 Tahun

2018 ini sudah aktif sejak 1 Juli 2018, menggantikan PP Nomor 46 Tahun

2013. Melalui perubah ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian

para pelaku UMKM, yaitu:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib
dibayarkan setiap bulannya;

2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final
0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:

a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;

b) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer,
atau Firma selama 4 tahun;

c) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.
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PPh Final sendiri merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dasar
pengenaan pajak tertentu. Membuatnya tidak dapat diikutsertakan lagi
dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang tahunan. Lalu juga
tidak dihitung bersama penghasilan lain yang tidak final (non final) untuk
dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh. (Sanjaya &
Safitri, 2021)

Dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 setelah direvisi
menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga dengan adanya regulasi ini
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada sektor-sektor
tertentu.

Berdasarkan landasan hukum peraturan tersebut di atas, poin-poin
pokok dalam penerapan PPh Final UMKM dengan menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) dapat ditentukan cara menghitung Pajak Penghasilan yang
lebih  sederhana dari menggunakan UU PPh pada umumnya.
Penyederhanaannya adalah Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar
pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet). Pada hakikatnya penerbitan PPh
Final UMKM ditujukan terutama untuk kemudahan dan pemerataan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Final UMKM
Menurut (Sunanto, 2016) faktor-faktor yang teridentifikasi
mempengaruhi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun

2013, faktor-faktor tersebut, yaitu kebijakan pemerintah dalam
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mengimplementasikan Undang-undang perpajakan, pertumbuhan wajib
pajak trend hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat
lebih  besar dari trend pembayar pajak, adanya pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian yang masih rendah sehingga UMKM
mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, tarif PP No.
46 tahun 2013 lebih kecil jika dibandingkan dengan PPh Pasal 25.
Kualitas pelayanan, adanya kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih
menggunakan kode PPh pasal 25.

Kesadaran dan pemahanan warga negara, adanya kesadaran,
persepsi, dan kepatuhan wajib pajak masih rendah yang dibuktikan dengan
rasio SPT yang diterima, kegiatan sosialisasi yang masih belum efektif,
adanya persepsi masyarakaat tentang pembayaran pajak yang sulit, adanya
keinginan masyarakaat untuk menghindari atau penolakan (resistensi)
dalam pembayaran pajak, adanya tujuan lain dari wajib pajak (untuk
memperoleh pinjaman dari  bank). Dan kualitas petugas pajak. Namun
secara keseluruhan faktor yang dominan atau berpengaruh besar terhadap
penerimaan pajak tersebut adalah adanya kesadaran, persepsi dan

kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Kerangka Berfikir

Pemerintah menetapkan kebijakan tentang perpajakan UMKM yang

tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 sejak Juni tahun 2018. Tarif pajak yang

berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan

mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis

UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakanUMKM
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menjadi perhatian Pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang
paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Pada penelitian ini objek
penelitian yaitu UMKM di Kota Medan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rioni (2021) dengan judul Analisis
Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajibab Perpajakan
Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak didapatkan hasil
penelitian bahwa pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa
Klambir VV Kecamatan Hamparan Perak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban
perpajakannya, terbukti dari hasil wawancara penulis.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Triatmoko (2022) dengan judul
Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Insentif Perpajakan Di Masa
Pandemi Covid Tahun 2020 didapatkan hasil bahwa Pandemi covid sangat
berdampak terhadap UMKM dan terdapat 94% responden yang mengalami
penurunan omzet pada masa pandemic covid. Kemudian Sebagian besar UMKM
belum memahami pembukuan dan laporan keuangan, dan hanya 58% UMKM
yang melakukan pencatatan omzet, dan selanjutnya Pemerintah mengeluarkan
aturan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemic covid salah
satunya untuk UMKM. Bagi UMKM yang terdampak maka UMKM tersebut
tidak perlu membayar pajak final cukup hanya melaporkan omzetnya ke DJP.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pemahaman wajib pajak dan
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Pemahaman Wajib Pajak
merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan
menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau

implikasi  kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.
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Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, gagasan tersebut dapat digambarkan sebagai

kerangka berikut:

UMKM di Kota Medan

Analisis Perpajakan

| |
Pemahaman Wajib Kepatuhgn Wajib
Pajak Pajak
| |

Tujuan Perpajakan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif,
yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari
perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang
objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi
(pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai
kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan pemahaman

wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan
untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya
dapat dihubungkan, sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang
diinginkan.

Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam
mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu
melihat konsekuensi atau implikasi kemungkinan yang ditimbulkan dalam
pemahaman tersebut (Rahayu 2020:198).Berdasarkan konsep pengetahuan dan
pemahaman pajak menurut Rahayu (2020: 198) terdapat beberapa indikator wajib

pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

24
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1) Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.

2) Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan,

perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.

3) Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.

4) Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan

perpajakan.

5) Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak

pelaksanaanperaturan perpajakan.

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku
(Harjo 2019:78). Menurut Harjo (2019:78), mengatakan bahwa adapun indikator
pengukuran kepatuhan wajib pajak yaitu :

1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

2) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP

3) Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya,

4) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian
3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada UMKM di Kota Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan sebagai berikut :



Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian
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No | Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September
2|3 2|3 2|3 112(3/4/1|2|3|4
1 | PraRiset
2 | Penyusunan
Proposal
3 | Seminar
Proposal
4 | Pengumpulan
Data
5 | Analisis Data
6 | Menyusun
Skripsi
7 | Sidang Meja
Hijau
3.4. Populasi dan Sampel

Menurut (Sekaran, 2017) populasi (population) adalah keseluruhan kelompok

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM dengan jumlah tidak

terhingga. Sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili

populasinya. Yang berarti sampel merupakan sebagian dari populasi umtuk mewakili

karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive

sampling, Purposive sampling menurut Sugiyono (2018) adalah pengambilan sampel

dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan Kriteria yang

diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Dalam hal ini
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kriteria yang digunakan dengan pengambilan informasi dari informan sebanyak 42
orang, yaitu pihak-pihak yang terkait atau dapat digolongkan sebagai key informan
(Orang yang kompeten) yang sengaja dipilih oleh peneliti. Peneliti melakukan
wawancara berdasarkan tiga kriteria responden yang ideal menurut Neuman (2007),
yaitu:
1. Responden adalah dua orang perwakilan tiap kecamatan di Kota Medan
(Jumlah kecamatan ada 21, sehingga total responden 42 orang)
2. responden sangat akrab atau familiar dengan menyaksikan peristiwa
penting yang terkait dengan isu yang diangkat;
3. responden tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang
diteliti;
4. responden memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara

(interaksi) dengan peneliti;

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2016:63) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan
data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan
data menggunakan data primer (kuesioner) dan data sekunder (dokumentasi).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan
cara:
a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengumpulkan perpajakan untuk keperluan pembahasan penelitian.
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b) Penyebaran angket, yaitu melakukan komuinikasi langsung dua arah kepada

narasumber, dalam hal ini kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) “Teknik analisis deskriptif adalah
metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti
serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode
analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi,
dianalisis yang selanjutnya diinterprestasikan sehingga memberikan gambaran yang
jelas mengenai keadaan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti manganalisis tingkat
pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan tahapan :
1.  Menentukan responden penelitian yang akan diwawancara
2.  Melakukan wawancara kepada responden
3. Menganalisis data penelitian
4.  Melakukan interprestasi data penelitian dan mendeskripsikannya

5. Menarik kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Objek

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi
nasional maupun daerah. Peluang besar yang dimiliki oleh sektor UMKM ini
terbilang sangat besar dan UMKM mampu lebih bertahan dari terpaan krisis. UMKM
kurang mendapatkan perhatian di Indonesia telah meruntuhkan banyak usaha besar,
namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat sangat
pesat. UMKM pun menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu
merentas kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga menciptakan
lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sector usaha lainnya, dan UMKM juga
memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. UMKM berperan
dalam pendistribusian hasil-hasil pembangun. Peranan penting lainnya adalah
UMKM mendorong munculnya wirausaha- wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua
fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan
makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong
perekonomian suatu bangsa.

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan terjadi pertumbuhan jumlah
UMKM dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak persaingan yang besar,
Adapun data perkembangan UMKM di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
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Tabel 4.1. Jumlah UMKM di Kota Medan

Tahun Jumlah Penambahan
2018 1.590 -
2019 1.618 28
2020 1.672 54
2021 1.712 40
2022 1.781 69

Sumber : DISKOPUMKM MEDAN (2022)

Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
kota Medan sebanyak 1.590 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2019 tingkat
pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak 28 unit atau sebesar menjadi 1.618
unit usaha, dan pada tahun 2020 pelaku UMKM kota Medan mengalami
perkembangan sebanyak 54 unit usaha menjadi 1.672 unit usaha, tahun 2021
peningkatan UMKM kota Medan terus bertambah menjadi 1.712 yang mengalami
peningkatan sebesar 40, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1.781 unit
usaha UMKM atau meningkat sebesar 69 unit. Berdasarkan perkembangan tersebut
memberikan indikasi bahwa akan terjadi peningkatan persaingan antar UMKM
dimana setiap UMKM harus mampu bertahan dan bersaing serta meningkatkan
pendapatannya terus menerus.

4.1.2. Analisis Data

Pajak final merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini
ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas
obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Dalam hal ini yaitu terkait dengan
PPh Final untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).Khusus untuk UMKM, tarif

PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23


https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018
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Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun
2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus
mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 4.2. Data Pelaporan SPT Pajak Final UMKM di Kota Medan

Tahun Jumlah UMKM vyang
UMKM mengisi SPT
2018 1.590 803
2019 1.618 810
2020 1.672 1.020
2021 1.712 1.070
2022 1.781 1.091

Sumber : DJP Kota Medan(2023)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah UMKM di Kota Medan yang
melakukan pengisian SPT mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pengisian SPT
menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak atas ketentuan pengenaan pajak kepada
UMKM, dari data di atas pada tahun 2018 menunjukkan jumlah yang mengisi dan
melaporkan SPT pada tahun 2018 sebanyak 803 dan yang tidak mengisi dan
melaporkan SPT sebanyak 202 dan pada tahun 2019 jumlah yang mengisi dan
melaporkan SPT sebesar 810 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat
menjadi sebanyak 290, dan pada tahun 2020 jumlah yang mengisi dan melaporkan
SPT sebesar 1020 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 190, dan pada tahun 2021 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT
sebesar 1070 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi
sebanyak 150, dan pada tahun 2022 jumlah yang mengisi dan melaporkan SPT

sebesar 1091 dan yang tidak mengisi dan melaporkan SPT meningkat menjadi


https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018
https://www.pajakku.com/tax-guide/10116/PP/46%20TAHUN%202013
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sebanyak 189, data ini menunjukkan masih banyak UMKM vyang tidak memiliki
kepatuhan dalam melaporkan dan mengisi SPT.
4.1.3. Hasil Wawancara Responden

4.1.3.1. Identitas Responden/Informan

Peneliti melakukan komuinikasi langsung dua arah kepada narasumber, dalam
hal ini kepada wajib pajak UMKM di Kota Medan, yaitu sebanyak 42 responden
yang diambil 2 orang dari tiap Kecamatan di Kota Medan yang berjumlah 21
Kecamatan. Adapun identidtas responden dalam penelitian ini diuraikan sebagai
berikut :

1) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

M Laki-laki ® Perempuan

Gambar 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin responden, diketahui bahwa responden dari laki-
laki yang merupakan pelaku UMKM vyang dijadikan informan sebesar 81% atau
sebanyak 34 orang, sedangkan responden dari perempuan sebesar 19% atau sebanyak

8 orang.
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2) Responden Berdasarkan Usia

Usia

B <30 Tahun m30-45Tahun ®>45 Tahun

Gambar 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia responden, diketahui bahwa responden yang merupakan
pelaku UMKM yang dijadikan informan dengan usia >45 tahun sebesar 71% atau
sebanyak 30 orang, sedangkan responden dengan usia 30-45 tahun sebesar 19% atau
sebanyak 8 orang dan responden dengan usia <30 tahun sebesar sebanyak 4 orang.

3) Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha

B <5Tahun ®5-10 Tahun ®>10 Tahun

Gambar 4.3. Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha
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Berdasarkan lama usaha responden, diketahui bahwa responden yang
merupakan pelaku UMKM yang dijadikan informan dengan lama usaha >10 tahun
sebesar 50% atau sebanyak 21 orang, sedangkan responden dengan lama usaha 5-10
tahun sebesar 31% atau sebanyak 13 orang dan responden dengan lama usaha <5
tahun sebesar 19% atau sebanyak 8.

4.1.3.2. Hasil Jawaban Responden

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan
informan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman dan kepatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Medan.

Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

Tabel 4.3. Pertanyaan terkait Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

No Pertanyaan

1 Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP ?

2 Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan
sebagai PKP?

3 Apakah Bapak/Ibu tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang?

4 Apakah Bapak/Ibu tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT?

5 Apakah Bapak/lbu mampu dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan
perpajakan?

6 Apakah Bapak/lbu mampu mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan
peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus
perpajakan?

7 Apakah Bapak/Ibu mampu menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan
perpajakan?

8 Apakah Bapak/lbu mampu dalam mengeksplorasi dan membandingkan

peraturan perpajakan?
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9 Apakah Bapak/Ibu mampu membuat estimasi maupun dugaan atas dampak
pelaksanaan peraturan perpajakan?

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu tepat waktu dalam

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP

HYa mTidak

Gambar 4.4. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 1
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat
waktu dalam mendaftarkan diri memperoleh NPWP yaitu sebanyak 30 orang tepat
waktu, dan 12 orang tidak tepat waktu. Kewajiban mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 1 (satu) bulan setelah
saat usaha, atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu tepat waktu dalam

mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, didapatkan hasil sebagai berikut :
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Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk
dikukuhkan sebagai PKP

HYa ETidak

Gambar 4.5. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 2

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat
waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu sebanyak 25
orang tepat waktu, dan 17 orang tidak tepat waktu. Wajib Pajak yang mendaftarkan
diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui permohonan
tertulis, pengukuhan PKP paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu tepat waktu melakukan

penyetoran pajak terutang, didapatkan hasil sebagai berikut :
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Tepat waktu melakukan penyetoran pajak
terutangnya

HYa ETidak

Gambar 4.6. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 3

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat
waktu dalam melakukan penyetoran pajak terutangnya yaitu sebanyak 30 orang tepat
waktu, dan 12 orang tidak tepat waktu. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak
bagi masing-masing jenis pajak, paling lama adalah 15 hari setelah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu tepat waktu dalam

melakukan pelaporan SPT, didapatkan hasil sebagai berikut :
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Tepat waktu dalam melakukan pelaporan
SPTnya

HYa ETidak

Gambar 4.7. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang tepat
waktu dalam melaporkan SPT nya yaitu sebanyak 33 orang tepat waktu, dan 9 orang
tidak tepat waktu. Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan,
SPT Masa memiliki batas/tenggat waktu penyampaian, yaitu paling lama 20 hari
setelah akhir tahun pajak.
Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu mampu dalam

menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut
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Kemampuan dalam menjelaskan, dan
mengartikan peraturan perpajakan

HYa ETidak

Gambar 4.8. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang
mampu menjelaskan dan mengartikan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 30 orang
yang faham, dan 12 orang tidak faham. Beberapa responden yang tidak memahami
aturan perpajakan dikarenakan mereka telah menunjuk khusus orang-orang yang
melakukan pengelolaan perpajakan sehingga ada rasa ketidakingintahuan terhadap
peraturan pajak.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu mendeskripsikan,
dan mengklasifikasikan peraturan, perpajakan sehingga dapat memberikan contoh-

contoh kasus perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :
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Kemampuan mendeskripsikan, dan
mengklasifikasikan peraturan, perpajakan
sehingga dapat memberikan contoh-contoh
kasus perpajakan

HYa EmTidak

Gambar 4.9. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang
mampu mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan yaitu
sebanyak 30 orang bisa, dan 12 orang tidak bisa. Wajib pajak umkm sudah semakin
sadar dengan kewajiban perpajakan sehingga mayoritas memempelajari dengan baik
aturan-aturan dan klasifikasi tarif dan waktu perpajakan untuk UMKM.
Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu mampu menerjemahkan

dan menyimpulkan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai berikut :

Kemampuan menerjemahkan dan
menyimpulkan peraturan perpajakan

mYa mTidak
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Gambar 4.10. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang
mampu menerjemahkan peraturan perpajakan yaitu sebanyak 25 orang faham, dan 17
orang tidak faham. Beberapa orang responden menyatakan tidak memahami cara
menerjemahkan peraturan perpajakan dikarenakan adanya beberapa aturan
perpajakan yang memiliki redaksi hampir sama sehingga sulit difahami.

Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/lbu mampu dalam
mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan, didapatkan hasil sebagai

berikut :

Kemampuan dalam mengeksplorasi dan
membandingkan peraturan perpajakan

HYa EmTidak

Gambar 4.11. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang
mampu dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan yaitu
sebanyak 17 orang faham, dan 25 orang tidak faham. Lebih banyak responden yang
tidak mampu mengeksplorasi peraturan pajak dan membandingkan peraturan

pajaknya dikarenakan jumlah pasal aturan yang begitu banyak.
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Berdasarkan pertanyaan tentang Apakah Bapak/Ibu mampu membuat estimasi
maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan, didapatkan hasil

sebagai berikut :

Kemampuan membuat estimasi maupun
dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan
perpajakan

mYa mTidak

Gambar 4.12. Hasil Jawaban Responden pertanyaan 4
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah UMKM yang
mampu membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan

perpajakan yaitu sebanyak 17 orang faham, dan 25 orang tidak faham.

4.2. Pembahasan
4.2.1. Pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Medan, peneliti
menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah (PP) No.
46 tahun 2013 di Kota Medan masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil
wawancara yang telah dilakukan penulis. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi

tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang
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diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai
dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak
mengetahui ketentuan yang terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak
mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas
waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya,
memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami
perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana
tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata
cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang
perpajakan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun
2013 tentang tarif UMKM vyaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto.

b. Wajib pajak UMKM belum memahami cara mendeskripsikan,
mengklasifikasi pertauran perpajakah, seperti untuk menghitung, membayar,
dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.

c. Wajib pajak UMKM belum memahami pentingnya membuat estimasi atau
dugaan atas dampak perpajakan , sehingga dapat meningkatkan pemahaman
wajib pajak UMKM yang berdampak untuk meningkatkan kepatuhan dalam

membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan
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digunakan untuk kepentingan umum.

4.2.2. Kepatuhan wajib pajak terkait aturan perpajakan UMKM

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai
Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar pertahun. Subjek pajak yang dikenakan
Peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk
Usaha Tetap (BUT). Kepatuhan wajib pajak pada Kota Medan dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tersebut masih
tergolong rendah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Medan
melalui wawancara langsung ditemukan masih ada wajib pajak yang terlambat
mendaftarkan diri memperoleh NPWP dimana seharusnya wajib pajak harus
mendaftarkan diri untuk memperolen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling
lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Kemudian jumlah UMKM yang tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk
dikukuhkan sebagai PKP yaitu masih ditemukan yang tidak tepat waktu untuk
dikukuhkan sebagai PKP dikarenakan keterlambatan dan kelalaian dalam melengkapi
berkas-berkas. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui permohonan tertulis, pengukuhan PKP

paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
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Selanjutnya ditemukan bahwa mayoritas responden suda patuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini terbukti dari pelaporan SPT yang

dilakukan dengan tepat waktu oleh wajib pajak umkm di Kota Medan.

Dengan diberlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan

negatif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Medan, diantaranya

yaitu:

a. Dampak positif

1)

2)

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013
memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang,
karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu
bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, karena langsung
dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.

Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena tarif pajak

yang lebih rendah jika dibandingkan tarif pajak UMKM sebelumnya.

b. Dampak negatif

1)

Wajib pajak UMKM masih beranggapan bahwa kebijakan pemerintah
tentang tarif UMKM sebesar 1% ini lebih memberatkan UMKM
karena Pemerintah tidak mempertimbangkan karakteristik unik
UMKM dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja
guna meningkatkan penerimaan Negara. Sehingga para UMKM
tersebut masih enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya
yang mengakibatkan UMKM tersebut tidak patuh dalam membayar

pajak sehingga berdampak terhadap penerimaan Negara.
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2) Bagi wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang tidak
menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka
akan merasa dirugikan dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun
2013tentang tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga
berlaku bagi 68 wajib pajak UMKM yang sedang mengalami kerugian
dalam usahanya. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak
UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambl kesimpulan sebagai
berikut :

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Medan masih rendah, masih banyak
UMKM yang belum memahami tentang aturan perpajakan UMKM, sehingga
memilih untuk membayar orang khusus yang berkompeten dalam perpajakan
untuk mengurus perpajakan mereka.

2. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan sudah baik. Hal ini
dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi
UMKM tersebut, dan sudah melaksanakan proses pendaftaran NPWP,
pendaftaran sebagai PKP dan melaporkan SPT nya.

5.2. Saran

Adapun saran-saran penelitian yang dapat diberikan yaitu :

1. Kepada UMKM di Kota Medan, agar senantiasa meningkatkan pemahaman
perpajakannya dikarenakan persaingan ke depan antar UMKM sudah
semakin tinggi, dan dimungkinkan aturan-aturan atau regulasi pemerintah
akan berubah-ubah sehingga akan memudahkan UMKM dalam melaporkan
SPT nya dan menjadikan usaha yang berintegritas.

2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang intens

kepada UMKM agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

47
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mendaftarkan NPWP, mendaftarkan sebagai PKP dan melakukan pelaporan
SPT nya sehingga akan meningkatkan pajak daerah untuk pembangunan ke

depannya.
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